PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008 -2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program
Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun masa jabatannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota
Singkawang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2008 - 2012.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4119);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di
Daerah (P5D);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Insatnsi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3337);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);



Menetapkan

15.

16.

17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun
2003-2013 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003
Nomor 19 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 20 Seri-A);

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun
2004 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2008 - 2012.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

. Daerah adalah Kota Singkawang.

. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah  sebagai unsur
pemyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Singkawang.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur pemyelenggara Pemerintahan
Daerah.

. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber-sumber daya yang tersedia.

. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kota
Singkawang dalam rangka mencapai visi dan misi daerah.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 - 2012,
yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Singkawang adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah
terpilih selama 5 (lima) tahun masa jabatannya yang isinya memuat arah kebijakan
Keuangan Daerah strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan program Satuan
Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan
disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.

BAB I
SISTEMATIKA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA SINGKAWANG

Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB Il GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BABV ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI KEBIJAKAN UMUM

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PENUTUP



BAB III
ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG

Pasal 3
Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun

2008 - 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerabh ini.

BAB 1V
MASA BERLAKU

Pasal 4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun masa jabatan
Walikotaterpilih periode Tahun 2008 - 2012.

BABYV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 5

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota.

Pasal 6
RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi pemerintah
daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7
Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Daerah dituangkan dalam Rencana

Strategis Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.



Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 Agustus 2008

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd

HASAN KARMAN

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 26 Agustus 2008

Sekretaris Daerah Kota Singkawang
ttd

SUHADI ABDULLANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008 NOMOR 8



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008 - 2012

WALIKOTA SINGKAWANG,

HASAN KARMAN



